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ABSTRACT 
As a country with unlimited mineral and coal, Indonesia need 
Government’s role as ruler for these resourches in an effort to regulate their use 
optimalisasi revenues for it’s people prosperity. PT Sorikmas Mining (SMM) is 
one of company that use Work Contract there in regarding the company’s capital 
investment with The govermnet’s shareholding inthe field of Work  Contract VII 
Generation. 
This research is descriptive analytic research that describe, explain and 
analyze the determination of government shareholdings in foreign companies in 
the mining sector with normative juridical method, which refers to the legal 
norms contained in the legislation, and with regard to principles and norms in 
foreign investment  
The result of this analysis show that as a company who invest in Indonesia, 
PT SMM also imposed the obligation to divest its stake,in accordance with the 
Government Regulation No.24 Tahun 2012 abaut Mining, Mineral and Coal. The 
implementation of the mining activities carried out by PT Sorikmas Mining will be 
monitored well by the Government directly from the company if the government 
became part of the shareholders so that they can do governance oversight 
function of mining companies. 
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I. Pendahuluan 
Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia,yang kaya akan 
bahan galian mineral dan batubara (selanjutnya disebut minerba)
1
. Pemerintah 
sebagai penguasa sumber daya tersebut sesuai amanat Undang-Undang Dasar 
1945 harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan 
potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari 
                                                          
 
1
Dengan produksi timah terbesar kedua di dunia, tembaga terbesar ke empat, nikel 
terbesar kelima, emas terbesar ke tujuh dan produksi batu bara terbesar ke delapan di dunia, 
Indonesia merupakan salah satu negara penting dalam bidang pertambangan dikutip  dari 
Mengundang Investasi Baru dalam Bidang pertambangan (//http:siteresources.worldbank.org) 
diakses tgl 3 april 2015 
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pengusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat
2
. 
Pengaturan dan pengusahaan sumber daya alam, diwujudkan dalam 
kerjasama investasi kepemilikan saham asing dan saham peserta Indonesia 
(Pemerintah Indonesia) dalam perusahaan penanaman modal asing (selanjutnya 
disebut PMA),untuk mengusahakan bahan galian yang ada di wilayah hukum 
pertambangan Indonesia dalam suatu Kontrak Karya (Contract of Work atau 
CoW)
3
. Dasar hukum yang melandasi kerjasama Pemerintah Indonesia dengan 
pihak asing dalam Kontrak Karya didasarkan pada Pasal 8 UU no.1 Tahun 1967 
tentang Penanaman Modal Asing, dimana PMA di bidang pertambangan 
didasarkan pada suatu kerjasama Pemerintah atas dasar Kontrak Karya atau 
bentuk lain sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku
4
, serta Pasal 10 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok 
Pertambangan yang menyatakan bahwa: Menteri dapat menunjuk pihak lain 
sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan 
yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau 
perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
5
 
Undang Undang No11 Tahun 1967  tentang Penanaman Modal Asing 
tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat 
memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. Dalam 
perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut materi muatannya bersifat 
sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan 
tantangan di masa depan.
6
 Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan 
menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-
undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat 
memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan 
                                                          
 
2
Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia (Jakarta : 
Rineka Cipta, 2012) hal.1 
 
3
Kontrak Karya sebagai bentuk kerjasama modal asing dengan modal nasional terjadi 
bilamana penanam modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini 
mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal 
nasional, Nanik Trihastuti, Kontrak Karya(Malang: Setara Press, 2013) hal. 91-92 
 
4
Nanik Trihastuti, Op.Cit,  hal. 33 
 
5
Ibid., 
 
6
Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara. 
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kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan 
batubara maka disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang 
pertambangan mineral dan batubara yakni Undang-Undang No.4 Tahun 2009  
tentang Pertambangan Minerba (selanjutnya disingkat UU No.4 Tahun 2009/ UU 
Minerba) menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok pertambangan, yang  dapat memberikan landasan 
hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan 
pengelolaan dan pengusahaan pertambangan minerba dalam rangka mewujudkan 
kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat dari kegiatan pertambangan 
terutama bagi masyarakat di sekitar lokasi tambang, dimana beberapa Pemerintah 
Daerah telah ikut serta membeli saham-saham dari perusahaan pertambangan 
asing yang dialihkan dalam rangka memenuhi kewajiban divestasi
7
. 
Momentum lahirnya UU No. 4 Tahun 2009  tentang Pertambangan 
Minerba menjadi sejarah dan politik hukum baru bagi pengenaan kewajiban 
penjualan/pengalihan saham kepada peserta Indonesia. Dalam UU No. 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Minerba hal tersebut diatur dalam Pasal 112 ayat (1), 
yaitu “setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang izin usaha 
pertambangan (selanjutnya disingkat “IUP”) dan izin usaha pertambangan khusus 
(selanjutnya disingkat “IUPK”) yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib 
melakukan divestasi saham
8
 pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha 
milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional”9. 
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba inilah yang menjadi 
dasar hukum divestasi saham di bidang pertambangan mineral dan batubara. 
Selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 112 ayat (2), telah dibentuk 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat “PP No. 23 Tahun 
2010”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 
                                                          
 
7
Ibid.,. 
 
8
Pasal 1 angka 8 PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara,  Divestasi saham yaitu jumlah saham asing yang harus 
ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.  
 
9
 Ahmad Redi,Op.Cit., hal. 137  
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(selanjutnya disingkat “PP No. 24 Tahun 2012”) sebagai peraturan pelaksanaan 
dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang di dalamnya 
mengatur beberapa hal terkait divestasi saham
10
.  
Salah satu contoh kasus yang menarik untuk dianalisis dalam tesis ini 
adalah pelaksanaan pengusahaan pertambangan minerba dengan menggunakan 
pola Kontrak Karya yang didalamnya menyangkut penanaman modal dalam 
negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam 
bentuk Perseroan terlihat dalam kepemilikan saham pemerintah Kontrak Karya di 
bidang Pertambangan Umum Generasi VII (7
th
 Generation Contract of Work) 
tahun 1998, dimana pemegang saham (shareholders) adalah: Aberfoyle Pungkut 
Investment Pte Ltd sebanyak 75% dan PT Aneka Tambang (Persero) sebanyak 
25% perusahaan BUMN yang mewakili pemerintah dalam Perusahaan Kontrak 
Karya
11
 PT. Sorikmas Mining (selanjutnya disebut PT SMM).  
Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah  
sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaturan divestasi saham milik asing dalam Perusahaan 
PMA di sektor usaha pertambangan, mineral dan batubara? 
2. Bagaimana pengaturan divestasi saham berdasarkan perjanjian Kontrak 
Karya pada PT Sorikmas Mining di Kabupaten Mandailing Natal? 
3. Bagaimana kepemilikan saham pemerintah dan Pemerintah Daerah pada 
PT. Sorikmas Mining (SMM) dengan adanya kewajiban divestasi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini? 
Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dan memberikan informasi mengenai pengaturan 
divestasi saham milik asing dalam Perusahaan PMA di sektor usaha 
                                                          
 
10
Ibid., 
 
11
Perusahaan Kontrak Karya adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan 
Undang Undang Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang memiliki kewenangan 
hukumatas perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha aatau yang didirikan di 
dalamnya. Perusahaan harus mendirikan satu kantor pusat di Jakarta  untuk menerima setiap 
pemberitahuan atau komunikasi resmi serta komunikasi hukum lainnya. Nanik Trihastuti, Op.Cit. 
Hal. 34 
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pertambangan, mineral dan batubara. 
2. Untuk mengetahui dan memberikan informasi tentang pengaturan divestasi 
saham berdasarkan perjanjian Kontrak Karya pada PT sorikmas Mining di 
Kabupaten Mandailing Natal 
3. Untuk menganalisis dan memberikan informasi mengenai kepemilikan 
saham pemerintah dan Pemerintah Daerah pada PT. Sorikmas Mining 
(SMM) dengan adanya kewajiban divestasi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan saat ini. 
II. Metode Penelitian 
 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis normatif, 
yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan, karena penelitian hukum adalah suatu proses 
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin 
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian yuridis 
normatif berusaha menemukan kebenaran melalui cara berpikir deduktif dan teori 
kebenaran koheren. Dalam menerapkan penelitian yuridis normatif, fakta 
dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan peraturan perundang –undangan yang 
berlaku saat ini.
12
Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. 
Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu 
sumber yang sudah dikumpulkan pihak lain, baik melalui bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini data 
sekunder yang digunakan melalui : 
1. Bahan Hukum Primer 
Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini penulis 
menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema 
yaitu : 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945. 
b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 
pokok pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 
nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831). 
                                                          
12
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, hlm.51 
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c. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
batubara 
d. Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 
e. Undang Undang no.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
g. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 
i. Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Sorikmas Mining 
1. Bahan Hukum Sekunder 
 Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan buku-buku 
ilmiah, bahan-bahan kuliah, makalah-makalah dan jurnal yang berkaitan 
dengan penanaman modal asing dan pertambangan mineral dan batubara. 
3.  Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk 
ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, majalah, website, dan sumber lain 
yang berhubungan dengan penelitian ini. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan 
(library research), dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder atau disebut 
dengan studi kepustakaan
13
 
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Pengaturan Divestasi Saham Milik Asing Dalam Perusahaan Penanaman 
Modal Modal Asing (Pma) Di Sektor Usaha Pertambangan Mineral Dan 
Batubara 
A. Pengaturan Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan Mineral dan 
Batubara di Indonesia  
Momentum dimulainya modal asing di Indonesia adalah sejak 
diundangkan Undang-undang No 1. Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 
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 Soerjono Soekanto, PengantarPenelitian Hukum, (Jakarta:UI Press,1986) hal.53 
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yang merupakan payung dalam penanaman modal asing di Indonesia. Undang-
undang ini terdiri dari 13 bab dan 31 pasal, dan telah dilakukan perubahan dan 
penambahan dengan Undang-undang No 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan 
Tambahan Undang-undang Nomor 1 Rahun 1967 tentang Penanaman Modal 
Asing. Hal-hal yang diubah dan ditambah adalah mengenai pasal 15 sampai 
dengan pasal 17 Undang-undang No 1 Tahun 1967. 
 Pengaturan mengenai Penanaman Modal Asing sektor Pertambangan 
Mineral dan Batubara mengikuti kaidah hukum Penanaman Modal Asing secara 
umum, seperti diuraikan sebagai berikut : 
 Undang-undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juncto 
Undang-undang No 11 Tahun 1970 tantang perubahan dan Tambahan Undang-
undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang telah dijabarkan 
lebih dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden  dan berbagai Peraturan 
Menteri antara lain: 
1) Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan 
Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing 
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1994 tentang 
Pemilikan Saham dalam Perusahaan yan didirikan Dalam Rangka 
Penanaman Modal Asing 
3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No.115 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Keputusan Presiden No. 97 Taun 1993 Tentang Tata Cara 
Penanaman Modal 
4) Keputusan Presiden Mo 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang 
Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi 
penanam modal 
5) Keputusan Menteri Negara Investasi/Kapala BKPM No. 38/SK/1999 
tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Modal yang Didirikan dalam 
Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. 
6) Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 
tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Modal yang Didirikan dalam 
Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing ini 
telah diubah dengan Keputusan Kepala BKPM No.57/SK/2004 tentang 
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Pedoman dan Tata Cara Permohonan Modal yang Didirikan dalam Rangka 
Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. 
B. Perlunya Divestasi Saham Asing dalam Penanaman Modal Sektor Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara  
Divestasi saham  merupakan salah satu instrumen hukum dalam 
melakukan pengalihan saham dari penanaman modal asing atau investor asing 
kepada Pemerintah Indonesia, atau warga negara Indonesia, atau badan hukum 
Indonesia.  Divestasi tidak hanya dapat dilakukan oleh badan hukum privat seperti 
perseroan terbatas, firma, CV, tetapi dapat juga dilakukan oleh badan hukum 
publik seperti negara, provinsi, kabupaten atau kota. Dalam melakukan transaksi 
yang bersifat privat, badan hukum publik diwakili oleh Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
14
 
Terdapat dua alasan badan hukum asing melakukan divestasi saham 
kepada Pemerintah Indonesia, warga negara Indonesia atau perusahaan indonesia 
yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia atau pihak lainnya yaitu : 
1) Yuridis 
 Alasan yuridis merupakan alasan-alasan yang tercantum dalam peraturan 
perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan 
menggunakan kata wajib melakukan divestasi. Ini berarti bahwa badan 
hukum asing harus melakukan divestasi saham yang dimilikinya kepada 
Pemerintah, warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia 
2) Non-yuridis 
 Alasan non yuridis merupakan alasan yang tidak ada hubungannya dengan 
perundang-undangan. Ada empat alasan non-yuridis, badan asing 
melakukan divestasi saham yang dimilikinya kepada Pemerintah, warga 
negara Indonesia atau badan hukum yang dikendalikan oleh warga negara 
Indonesia atau pihak lainnya. 
Keempat alasan itu, meliputi: 
1) Meningkatnya pendapatan negara 
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 H Salim dan Erlies Septiana ., Op cit. hal 38 
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2) Meningkatnya pendapatan daerah 
3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 
4) Mengurangi peran badan hukum asing dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan suberdaya tambang di Indonesia 
Menurut Flickinger, terdapat dua alasan dilakukannya divestasi oleh 
perusahaan yaitu: 
a. Meningkatkan efisiensi; dan  
b. Peningkatan pengelolaan investasi.15 
Fokus divestasi adalah mengarah pada peningkatan efisiensi investasi 
dengan mengurangi kemungkinan untuk menyimpang alokasi investasi dalam 
perusahaan 
C. Divestasi Saham Asing pada Perusahaan PMA sektor usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara 
Dalam ketentuan Undang-undang No 11 tahun 1967 diatur bahwa dalam 
rangka pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, pihak swasta dapat 
melakukan penguasaannya melalui modal campuran atau modal patungan (joint 
venture) antara pihak swasta dengan negara, pihak swasta dengan perorangan 
warga negara Indonesia.  
Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban divestasi saham dari investor 
asing kepada Pemerintah Indonesia, warga negara indonesia, atau swasta nasional 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal 
Asing, menggunakan kata-kata wajib memberikan kesempatan partisipasi 
bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut 
imbangan yang telah di tetapkan pemerintah.   
2) Pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 
menggunakan kata-kata pemerintah tdak akan melakukan tindakan 
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Miriam Flickinger, The Institutinalizatonof Divestitures, (Jerman: The Deutsche 
National Bibliothek, 2009) Hal 5-8 
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nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikian penanaman modal, 
kecuali dengan Undang-Undang. 
3) Pasal 112 Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara menggunakan kata-kata wajib melakukan divestasi. 
4) Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menggunakan kata-kata wajib 
melakukan divestasi sahamnya. 
5) Pasal 24 ayat (3) KK menggunakna kata-kata harus menjamin bahwa saham-
saham yang dimiliki oleh penanam modal asing akan ditawarkan atau untuk 
dijual atau diterbitkan, pertama-tama kepada pemerintah, dan kedua jika 
pemerintah tidak menerima (menyetujui) penawaran itu dalam waktu 30 hari 
sejak tanggal penawaran, kepada warga negara Indonesia atau perusahaan 
Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara indonesia. 
2. Divestasi Saham Berdasarkan Perjanjian Kontrak Karya Pada PT. 
Sorikmas Mining. 
A. Aspek Hukum Kontrak Karya dalam Penanaman Modal Bidang 
Pertambangan 
Kontrak Karya merupakan kontrak yang dikenal dalam pertambangan 
umum. Dasar hukum yang melandasi kerjasama Pemerintah Indonesia dengan 
pihak asing dalam Kontrak Karya adalah Pasal 35 UU No. 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal yang menyatakan bahwa perjanjian internasional baik bilateral, 
regional maupun multilateral dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui 
oleh Pemerintah Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku, tetap berlaku 
sampai dengan berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan agar 
semua kontrak bidang pertambangan yang didasarkan pada Pasal 8 UU No. 1 
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tetap mengikat bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan khususnya untuk menarik investor dalam menanamkan 
modalnya di Indonesia  
Pola Kontrak Karya dalam pengusahaan sektor pertambangan terdapat 
dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman 
Modal Asing, yang menyatakan bahwa  “Penanaman dalam Modal Asing di 
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bidang Pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas 
dasar Kontrak Karya atau bentuk lain sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku. 
B. Kontrak Karya setelah Berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009. 
Diperbaharuinya Undang-undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan 
Pokok-pokok Pertambangan dengan Undang-undang No 4 Tahun 2009 dalam 
tataran praktisnya mempertimbangkan perkembangan yaitu perkembangan 
perusahaan pertambangan yang telah memasuki era globalisasi yang ditandai 
dengan adanya persaingan bebas, kemajuan teknologi, informasi pertambangan, 
daya tarik investasi dan isu lingkungan hidup serta demokratisasi yang yang sudah 
menjadi tuntutan dunia usaha.
16
 
Perkembangan praktik pertambangan diantaranya mengenai pembagian 
kewenangan antara Pemerintah  dan Pemerintah Daerah dengan otonomi daerah, 
pengaturan mengenai wilayah pertambangan, kegiatan reklamsai dan kegiatan 
pasca tambang, wilayah izin usaha pertambangan, serta divestasi saham 
pemegang izin usaha pertambangan asing. Sehingga terhadap kekurangan tersebut 
diperlukan suatu pembaharuan hukum pertambangan dari  UU No.  11Tahun 1967 
ke UU No. 4 Tahun 2009. 
Kaitannya dengan keberadaan Kontrak Karya setelah lahirnya Undang-
undang No. 4 tahun 2009  diatur dalam pasal 169 huruf a dan huruf b  Undang-
undang No 4 tahun 2009 yang menyatakan bahwa: 
a. Kontrak Karya dan perjanjian karya penguasahaan pertambangan batu bara 
yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini tetap diberlakukan 
sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. 
b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak Karya dan perjanjian 
karya pengusahaan pertambangan batubara  sebagaimana dimaksud pada 
huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-
undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
17
 
C.   Divestasi Saham dalam Perjanjian Kontrak Karya PT. Sorikmas Mining. 
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Naskah Akademik RUU Pertambangan Mineral dan Batubara yang disiapkan oleh 
Pemerintah pada 12 Juni 2005, hal 2 
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Pasal 16 huruf  a dan huruf  b UU No. 4 Tahun 2009 
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Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa semua bidang usaha 
atau jenis bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal , kecuali bidang 
usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. 
Dasar Kontrak Karya atau P2KB yang didalamnya disepakati  mengenai 
kewajiban divestasi, diatur dalam pasal 27 Undang-undang No 1 tahun 1967 
tentang Penanaman Modal Asing : 
(1) Perusahaan tersebut pada pasal 3 yang seluruh modalnya menjadi modal 
asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional setelah 
efektif dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dan menurut imbangan 
yang ditetapkan oleh Pemerintah 
(2) Jikalau partsipasi termaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menjual saham-
saham yang telah ada maka hasil penjualan tersebut dapat ditransfer dalam 
valuta asli dalam modal asing yang bersangkutan. 
Sebagai perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, PT 
SMM  dikenakan kewajiban divestasi sahamnya.  Seperti yang telah diatur lebih 
jelas dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2012 ayat (1) sampai 
dengan (3) yang mengatur: 
(1) Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 
(lima) tahun berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara 
bertahap sehingga pada tahun kesepulih jumlah sahamnya 51% dimilki 
peserta Indonesia 
(2) Kepemilikan peserta Indonesia  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dalam 
setiap tahun setelah akhir  akhir tahun kelima sejak produksi  tidak boleh 
kurang dari presentasi berikut: 
a. Tahun keenam 20% 
b. Tahun keujuh 30% 
c. Tahun kedelapan 37% 
d. Tahun kesembilan 44% 
e. Tahun kesepuluh 51% 
(3)  Kepemilikan divestasi saham  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, Pemerintah 
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Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten, BUMN, BUMD atau 
bada usaha swasta Nasional. 
Berkaitan dengan kewajiban divestasi, maka dalam Kontrak Karya antara 
Pemerintah dengan PT Sorikmas Mining yang mengacu kepada Peraturan 
Pemerintah No 20 tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan 
yang didirikan dalam rangka penanaman modal. 
3. Kepemilikan Saham Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pada PT. 
Sorikmas Mining Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 
A. Kedudukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Divestasi Saham 
Asing Sektor Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 
Kewajiban divestasi sebagaimana dijelaskan pada PP No.23 tahun 2012 
divestasi  menjelaskan salah satunya dapat dilakukan kepada Pemerintah dan//atau 
Pemerintah daerah. Terkait pengaturan mekanisme divestasi saham pada PP No 
23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam PP No 24 Tahun 2012 telah 
mengatur mengenai tahapan penawaran yang dilakukan oleh pemegang IUP dan 
IUPK kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau badan usaha swasta nasional, 
namun masih terdapat beberapa persoalan antara pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten/kota, tidak diatur mengenai siapa yang memiliki prioritas 
terlebih dahulu.  
Selain di atur dalam Pasal 97 ayat (3), dalam hal Pemerintah tidak bersedia 
membeli saham, ditawarkan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman dalam Lampiran Undang-Undang 
No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
diberikan pedoman bahwa penggunaan “atau” mengandung pengertian bersifat 
alternatif.
18
 
B. Tata Cara Divestasi Saham Asing pada pemerintah dan Pemerintah Daerah 
pada Perusahaan PMA sektor Usaha Pertambangan Minerba 
Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, BUMN 
dan BUMD, serta perusahaan swasta nasional memiliki hak untuk menerima 
penawaran divestasi saham pemegang IUP dan IUPK asing. Penawaran tersebut 
dilakukan secara berjenjang yang didahului oleh penawaran kepada Pemerintah 
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dan dilanjutkan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, 
BUMN, BUMD, serta perusahaan swasta nasional. dalam pelaksanaannya 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dapat membentuk perusahaan 
bersama dan kemudian perusahaan bersama ini membentuk perusahaan bersama 
lagi dengan pihak swasta. 
Dalam hal penawaran dan  tindakan kepemerintahan, hal tersebut 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana putusan dari Badan arbitrase 
Internasional yang memutuskan agat Perusahaan PMA mendivestasikan 
sahamnya kepada Pemerintah  dan Pemerintah Daerah. Pemerintahpun tidak tidak 
berkeinginan untuk membeli saham tersebut, maka jatah saham pemerintah 
ditawarkan kepada Pemerintah Daerah ditamba jatah Pemerintah Daerah yang 
memang menjadi hak sesuai dengan keputusan Badan  Arbitrase. 
Dalam pasal 98 diatur mengenai situasi apabila terjadi peningkatan jumlah 
modal perseroan, dimana peserta Indonesia sahamnya tidak boleh terdilusi, 
menjadi lebih kecil dari 20%  (dua pulih persen), pasal 99 mengatur lebih lanjut 
pmenegnai tata cara divestasi saham dan mekanisme penerapan harga saham 
diatur dengan Peraturan Menteri ESDM setelah berkoordinasi dengan instansi 
terkait. 
Pada  tanggal 21 Februari 2012, Pemerintah mengubah PP No 23 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 
dengan PP No 24 Tahun 2012. Pengaturan divestasipun mengalami perubahan 
secara fundamental, terutama mengani besaran saham yang wajib didivestasikan 
khususnya mengenai divestasi saham kepada Pemerintah maupun  kepada 
Pemerintah Daerah yaitu  Pasal 97 PP No 24 Tahun 2012 ayat (1) sampai dengan 
ayat (12) yaitu: 
(1) Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 
(lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara 
bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima 
puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia. 
(2) Kepemilikan peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 
setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi tidak boleh kurang dari 
persentase sebagai berikut : 
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a. tahun keenam 20% (dua puluh persen) 
b. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen) 
c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen) 
d. tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen) 
e. tahun kesepuluh 51%(lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham. 
(3) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada 
peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi 
atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD atau badan usaha 
swasta Nasional. 
(4) Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ditawarkan kepada Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah 
daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 
(5) Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membeli saham ditawarkan 
kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara dilelang 
(6) Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 
bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional 
dengan cara dilelang 
(7) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima 
tahun dikeluarkannya izin Operasi produksi tahap penambangan. 
(8)  Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, 
BUMN  dan BUMD harus menyatakan minatnya dalamnya dalam jangka 
waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal 
penawaran 
(9)  Dalam hal Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah 
kabupaten/kota, BUMN dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi  
sah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada badan 
usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kalender. 
(10)Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender 
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(11) Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia 
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sebilan puluh) hari 
kalender setelah tanggal pernyataaan mina atau penetapan pemenang lelang. 
(12)Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak tercapai, 
penawaran saham dilakukan pada tahun berikutnya. 
C. Kepemilikan Saham Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada PT. Sorikmas 
Mining dikaitkan dengan kewajiban Divestasi 
PT Sorikmas Mining (PT SMM) merupakan perusahaan patungan yang 
mengelola proyek penambangan bijih emas di Kabupaten Mandailing Natal, 
Provinsi Sumatera,  Utara Aberfoyle Pungkut Investment Pte Ltd, Perusahaan 
yang didirikan di didirikan di bawah hukum Singapura, memiliki 75% saham PT 
SMM dan seluruh sisa saham PT SMM dimiliki ole PT Aneka Tambang. 
Komposisi pemegang saham PT SMM selain Pemerintah Pusat yang diwakili oleh 
perusahaan BUMN PT. ANTAM sebanyak 25% (dua puluh lima persen), share 
saham 75% (tujuh puluh lima persen)  ada pada perusahaan patungan asing yakni 
Aberfoyle Pungkut Investment, Pte Ltd
19
 
Kerjasama Pemrintah dengan Perusahaan PMA bidang pertambangan 
dbuat dalam bentuk kontrak karya. Dasar hukum yang melandasi kerjasama 
Pemerintah Indonesia dengan pihak asing dalam Kontrak Karya adalah Pasal 35 
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Sebagai perusahaan asing 
yang menanamkan modalnya di Indonesia, PT SMM  dikenakan kewajiban 
divestasi sahamnya.  Kontrak Karya PT SMM, dibuat di Jakarta pada tanggal 19 
Februari tahun 1998 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia  dalam hal ini 
diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia dan PT SMM 
didirikan dengan Akte Notaris No 16 Tanggal 6 Februari 1998 Surat Keputusan 
Menteri Kehakiman Nomor C2-844.HT.01.01. Tahun 1998 tanggal 13 Februari 
1998 terdiri dari 19 pasal kesepakatan 
Berkaitan dengan kewajiban divestasi, telah dituangkan dalam  Klausul 
Kontrak Karya PT SMM mengenai  kepemilikan saham pada Pasal 18 mengenai 
Promosi Kepentingan Nasional ayat 2-6 seperti yang telah diuraikan sebelumnya 
pada sub bahasan point 3c. Pelaksanaan divestasi yang dilakukan oleh PT SMM 
                                                          
 
19
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mengacu kepada Undang-undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal 
Asing yang mengatur mengenai kewajiban divestasi saham setelah jangka waktu 
yang telah ditetapkan Pemerintah,  Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007 tentang 
penanaman Modal, Pasal 112 Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara dimana kewajiban divestasi diberlakukan 
setelah 5 (lima) tahun produksi, Pasal 97 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2012 
perubahan atas Peraturan Pemerintah No 23. Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara. 
Namun, jika dilihat lebih lanjut masih teradapat hal yang kurang jelas 
yakni berkaitan dengan subyek dan jumlah saham yang ditawarkan. Subjek disini 
adalah pihak yang dapat melakukan pembelian saham yaitu Pemerintah Indonesia, 
Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Swasta. Pemerintah dalam hal ini 
dibagi menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah 
digolongkan lagi menjadi dua yakni Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/kota. Kedua “pemerintah” ini diperbolehkan untuk membeli saham 
yang telah didivestasikan oleh SMM.  
Sebelum berlakunya otonomi daerah salah satu pihak sebagai subjek 
hukumnya adalah Pemerintah Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral, namun sejak bergulirnya otonomi daerah para pihak 
yang terkait dengan pelaksaan divestasi tidak hanya pemerintah pusat saja tetapi 
juga telah diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yang diwakili pada 
tingkat provinsi oleh Gubernur dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.  
Hal tersebut dikarenakan telah diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 jo 
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana diwajibkan adanya 
pelimpahan wewenang di bidang pertambangan yang awalnya dimiliki oleh 
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Hal ini lebih lanjut diatur dalam PP 
No. 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Provinsi 
sebagai Daerah Otonom dalam Pasal 2 ayat (3) angka 3 tentang bidang 
Pertambangan dan Energi. 
Dengan demikian  divestasi dapat dilakukan kepada Pemerintah baik Pusat 
maupun daerah. Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham maka dapat 
ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah 
IRWANDA ANASTASIA - 18 
 
kabupaten/kota.
20
Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah 
kabupaten/kota tidak bersedia membeli saham, maka ditawarkan kepada BUMN 
dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang
21
Dan apabila BUMN dan BUMD 
tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional 
dilaksanakan dengan cara lelang.
22
. 
Pelaksanan prinsip pertambangan baik dari segi kesesuaian pelaksanaan 
kegiatan pertambangan dengan hukum yang berlaku, pengelolaan serta 
pemantauan terhadap lingkungan sekitar akan bermanfaat bagi kepentingan 
nasional. Dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi  salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan 
Usaha dalam Kontrak karya adalah pengembangan masyarakat sekitar yang 
berada di lingkar tambang.   
Dalam Pasal 6-7 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 
1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas 
Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, diatur tentang pengembangan 
wilayah, pengembanagan kemasyarakatan dan kemitrausahaan. Pasal 6 berbunyi 
sebagai berikut : 
(1) Pemerintah daerah sesuai dengan lingkup kewenangannnya masing-masing 
menugaskan pemegang Kontrak Petambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan 
PKP2B sesua dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program 
pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat 
setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan 
ekonomi. 
(2) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah 
sebagaimana yang dimasud dalam ayat (1). 
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Lihat Pasal 97 ayat (3) PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara 
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Lihat Pasal 97 ayat (4) PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara. 
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Lihat Pasal 97 ayat (5) PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara. 
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Pengembangan masyarakat sekitar terutama yang berada di lingkar 
tambang sebagai bentuk kepatuhan hukum dan tanggung jawab PT SMM melalui 
Program CSR sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
pasal 74 ayat 2 yang disahkan pada tanggal 20 Juli 2007. 
Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan 
yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang 
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran. 
 
Program CSR dilakukan melalui pengembangan wilayah, pengembangan 
kemasyarakatan dan kemitrausahaan. Begitupula dengan klausul Kontrak Karya 
PT SMM dengan Pemerintah dalam kegiatan pertambangan yang dilakukan PT 
SMM dan pelaksanaan proses divestasi PT SMM juga dapat dirasakan oleh 
masyarakat sekitar lokasi pertambangan diantaranya : 
1. Menciptakan lowongan kerja 
 Sesuai pasal 17 ayat 1-3 kontrak Karya PT SMM dengan Pemerintah 
disebutkan bahwa perusahaan wajib mempekerjakan tenaga kerja Indonesia 
terutama tenaga kerja lokal/setempat serta dapat menempatkan mereka pada 
posisi Pimpinan dan Dewan Direksi 
2. Menghasilkan pelatihan teknis dan pengetahuan untuk mengembangan 
industri pertambangan dan industri lain. 
 Hal ini dinyatakan dalam Pasal 17 ayat 4 Kontrak Karya PT SMM yang 
menyatakan bahwa perusahaan  harus mengadakan suatu pelatihan yang luas 
untuk tenaga kerja Indonesia atas persetujuan Pemerintah dan melaksanakan 
pelatihan tersebut dalam rangka memenuhi persyaratan berbagai klasifikasi 
pekerjaan tetap pada  kegiatan-kegiatan di Indonesia. 
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar 
 Kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi pertambangan akan semakin 
sejahtera seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah yang 
berimplikasi pada peningkatan taraf hidup, pendidikan dan kesehatan 
masyarakat sekitar. 
Pelaksanaan divestasi memberikan banyak dapat positif bagi kepentingan 
nasional dan juga lingkungan sekitarnya. Pemilikan saham Pemetintah dan 
Pemerintah Daerah pada PT SMM akan berdampak positif terhadap keuangan 
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negara karena penerimaan deviden yang akan dimasukan ke dalam APBN/APBD 
berikutnya. Kegiatan pertambangan secara umum dan khususnya kegiatan 
pertambangan yang dilakukan PT Sorikmas Mining akan terpantau dengan baik 
oleh Pemerintah langsung dari dalam perusahaan apabila Pemerintah baik Pusat 
maupun Pemerintah Daerah menjadi bagian dari pemegang saham yang memiliki 
fungsi pengawasan tata kelola perusahan pertambangan. 
 
IV. Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya mengenai Penentuan 
Kepemilikan Saham Pemerintah Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing 
(PMA) Pada Sektor Pertambangan: (Studi Mengenai Kepemilikan Saham PT. 
Sorikmas Mining di Kab. Mandailing Natal), maka kesimpulan yang dapat 
diambil dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Pengaturan divestasi saham milik asing dalam Perusahaan PMA di sektor 
usaha pertambangan, mineral dan batubara 
 Dalam pengaturan mengenai divestasi saham terlihat bahwa momentum 
lahirnya Undang-undang No 4 Tahun 2009 menjadi sejarah dan politik 
hukum baru bagi pengenaan kewajiban penjualan/pengalihan saham kepada 
peserta Indonesia. dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 hal tersebut 
diatur dalam pasal 112 ayat (1) yaitu “ setelah 5 tahun beproduksi, badan 
usaha pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan 
khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi 
saham kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, 
atau badan usaha swasta nasional. dalam hukum Indonesia, UU No 4 tahun 
2009 inilah yang menjadi dasar hukum divestasi saham di bidang 
pertambangan mineral dan batubara.  
2. Pengaturan divestasi saham berdasarkan perjanjian Kontrak Karya pada PT 
sorikmas Mining di Kabupaten Mandailing Natal 
 Dasar hukum yang melandasi kerjasama Pemerintah Indonesia dengan pihak 
asing dalam Kontrak Karya adalah Pasal 35 UU No. 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal Sebagai perusahaan asing yang menanamkan modalnya di 
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Indonesia, PT SMM  dikenakan kewajiban divestasi sahamnya.  Kontrak 
Karya PT SMM, dibuat di Jakarta pada tanggal 19 Februari tahun 1998 oleh 
dan antara Pemerintah Republik Indonesia  dalam hal ini diwakili oleh 
Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia dan PT SMM 
didirikan dengan Akte Notaris No 16 Tanggal 6 Februari 1998 Surat 
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-844.HT.01.01. Tahun 1998 
tanggal 13 Februari 1998 terdiri dari 19 pasal kesepakatan. Seperti yang telah 
diatur lebih jelas dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2012 
ayat (1) sampai dengan (3). Berkaitan dengan kewajiban divestasi, maka 
dalam Kontrak Karya antara Pemerintah dengan PT Sorikmas Mining 
dituangkan pada pasal 18  angka 2-5 mengenai Promosi Kepentingan 
Nasional. 
3. Kepemilikan saham pemerintah dan Pemerintah Daerah pada PT. Sorikmas 
Mining (SMM) dengan adanya kewajiban divestasi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan saat ini. 
 Selama 2013, PT SMM masih berkonsentrasi pada penyelesaian studi 
kelayakan definitif proyeknya dan sampai saat ini masih dalam proses studi 
kelayakan dan belum memasuki tahapan produksi. PT SMM sebagai 
perusahaan tambang juga dikenakan kewajiban terhadap divestasi sahamnya, 
baik dilakukan kepada Pemerintah Pusat Maupun kepada Pemerintah Daerah. 
Pelaksanaan kegiatan pertambangan dan pelaksanaan divestasi  PT SMM 
memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar dan kepentingan nasional, hal 
ini merupakan salah satu implikasi dari pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan 
melalui program CSRnya dengan membuka kesempatan lowongan kerja, 
mengembangkan industri pertambangan dan meningkatkan  kesejahtraan masyarakat 
lingkar tambang.  Dengan demikian pelaksanaan divestasi oleh Pemerintah 
Pusat/Daerah perlu dilakukan agar pelaksanaan program CSR perusahaan dan 
kegiatan serta pengelolaan pertambangan dapat terpantau dengan baik guna 
kemakmuran rakyat 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut di atas, 
peneliti mencoba menyampaikan saran-saran yang berkaitan dengan apa yang 
menjadi obyek penelitian di atas 
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1. Undang-undang yang mengatur tentang penanaman modal asing terutama 
yang berkaitan dengan divestasi saham asing dalam perusahaan PMA harus 
mempunyai kepastian hukum secara langsung dan memberikan jaminan bagi 
pihak asing bahwa mereka tidak akan dirugikan, dan memenuhi rasa keadilan 
bagi para pihak yang akan menanamkan modalnya 
2. Kerjasama dalam investasi antara modal asing dengan penanam modal dalam 
negeri baik itu dengan warga negara Indonesia, dan/ atau badan hukum di 
Indonesia dalam bidang pertambangan dibuat dalam bentuk Kontrak Karya. 
Dalam hal ini kontrak karya perlu disusun secara jelas dan dapat sesuai 
dengan perkembangan dan perubahan lingkungan serta menguntungkan 
kedua belah pihak tanpa adanya pihak yang dirugikan terutama lingkungan 
dan masyarakat diwilayah sekitar pertambangan mineral dan batubara 
sehingga tidak menimbulkan konflik dengan warga sekitar lokasi 
pertambangan. 
3. Pengaturan saham pada perusahaan penanaman modal khususnya di 
perusahaan PMA, pelaksanaan divestasi dapat dilakukan melalui pasar modal 
untuk memungkinkan pemangku kepentingan menjadi pemegang saham. Saat ini 
posisi saham pemerintah lemah dan dan lebih condong menguntungkan perusahaan, 
dalam hal ini pihak asing, sehingga Pemerintah berupaya  lebih cermat dan teliti 
dalam menyetujui kontrak karya agar tidak menimbulkan masalah yang dapat 
merugikan negara. Selain itu Pelaksanaan program CSR PT SMM hendaknya 
dioptimalkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar sehingga 
mencegah timbulnya konflik dengan masyarakat sekitar. Pelaksanaan program CSR 
dan tata kelola pertambangan akan terpantau dengan baik oleh Pemerintah langsung 
dari dalam perusahaan apabila Pemerintah menjadi bagian dari pemegang saham 
melalui divestasi sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan Pemerintah 
dengan baik. 
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